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enurut Council of Foreign Relations,
Indonesia merupakan salah satu dari
sepuluh negara di dunia dengan angka

absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah
yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.
Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di
Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18
tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak
perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam
satu dekade ini saja (CFR 2015). Di Indonesia anak
perempuan merupakan korban paling rentan dari
1. Anak
daerah perdesaan mengalami

pernikahan anak, dengan prevalensi:
perempuan dari
kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah
dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak
yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3.
Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan
drop-out dari sekolahan umumnya lebih rentan
menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah.
Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa
prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan:
pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24
bawah usia 18. Data Susenas 2012
menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan
menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10%
pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini

menikah di

juga menyumbang terhadap tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai
359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000
kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun
(SDKI, 2012). Ini adalah realitas mengejutkan bagi
banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia
bahwa hak anak telah banyak diciderai. Pemahaman
pemangku kepentingan atas pengertian dan definisi
anak mengalami distorsi dengan adanya kenyataan
ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan

Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan
anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989,
hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak
untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak
perlindungan; 4) hak

(identitas); 5) hak
mendapatkan status kebangsaan; 6) hak

untuk
mendapatkan untuk
mendapatkan nama untuk
untuk
mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan
akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi;
9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk
memiliki peran dalam pembangunan.

Dalam Kompas “Media, Hukum dan Kecerdasan
Nurani” 28 Juli 2015, guru besar hukum Univ
Indonesia, Sulistyowati Irianto menyayangkan
bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin
memperparah angka korban anak-anak perempuan.
No 18/6/2015

membawa implikasi legalisasi perkawinan anak di

Menurut Irianto putusan MK
tengah seruan dunia #EndChildMarriage. Selanjutnya
ia memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan
beberapa hal: 1. gagalnya Indonesia dalam melakukan
pembangunan sosial yang diperlukan ketika
pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap
kesejahteraan. Terbukti ekonomi Indonesia di urutan
ke-16 dunia tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan
Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187
negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-
hak dasar anak perempuan yang terputus karena
menikah sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi
mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000

kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran),
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melahirkan bayi malanutrisi (4,5 juta/tahun) yang
menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa
depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan
merendahkannya karena berpotensi menjadi anak
yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar
narkoba dalam perdagangan manusia. 3. inkonsistensi
hukum karena tidak sejalan dengan berbagai
instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya
Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No
36/1990), UU No 35/2014 terkait Perlindungan Anak,
Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No 7/1984),
dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim
Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai
corong undang-undang karena memperlakukan teks
hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan
hidup
mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan

taruhan  hajat orang banyak. Hakim
keahlian yang didasarkan pada sejumlah hasil
penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK
melemparkan tanggung jawab moral kepada DPR
dengan menganjurkan revisi UU Perkawinan.
Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai
secondary  legislature  mendorong  perubahan
masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyia-nyiakan
kesempatan emas menjadikan putusannya sebagai
alat rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa.
MK  ini

meningkatnya jumlah pernikahan anak di Indonesia.

Putusan kemudian = memperparah

Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum
minimum pernikahan untuk anak perempuan adalah
16 tahun dengan izin orang tua. Dalam pernikahan
kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan
bahwa hampir separuh anak-anak perempuan
diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak
(Arivia & Gina, 2015 di Jurnal Perempuan 84). Jumlah
ini mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan
provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan trafficking.
Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan
Barat adalah dua provinsi utama tempat asal
perdagangan manusia di Indonesia. Sementara
Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan
zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk
tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja
rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak,
sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang
berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi
yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan
diambil
ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant,

organnya. Anak-anak ini Dberisiko

2005 dalam Silva Leander, Annika, Laporan Anak-anak

lwwmal
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dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia, 2009). Dari
penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa
anak perempuan merupakan korban yang paling
rentan dari perdagangan dan pernikahan anak.
Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa
Barat menempati rangking pertama dalam korban
trafficking menggantikan Jawa Timur sejak 2013
(Atwar Bajari di Penelitian Humaniora dan Ilmu Sosial
Vol.3, No.5, 2013). Selama ini kabupaten dan kota di
Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar
perempuan pekerja migran serta pengantin anak
perempuan untuk pernikahan anak datang dari
beberapa kantung daerah seperti Sukabumi,
Indramayu, Cirebon, Bandung, dan Cianjur. Jurnal
Perempuan meneliti secara khusus kabupaten
Sukabumi karena tercatat memiliki angka tertinggi
AKI dan trafficking.

Penolakan atas pendidikan SRHR (sexual and
reproductive health and rights) dalam kurikulum
Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan
anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan
reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak
perempuan remaja telah menjadi faktor penting
dalam meningkatkan usia perkawinan di Indonesia.
Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan
kampanye SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak.
SRHR

disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama,

Ditabukannya  pendidikan terutama
yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan
untuk menghindari fitna dan zina—maka dari itu
anak-anak perempuan harus segera dinikahkan
meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun
(Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul Negotiating
Veiling:  Politics and Sexuality in Contemporary
Indonesia).

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
pasal 7 memperbolehkan batas wusia mininal
perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas
usia ini amat bertentangan dengan status hak anak
dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di
Indonesia. Penolakan MK atas permohonan Judicial
Review yang diajukan oleh masyarakat sipil tahun
2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan
batas usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi anak
perempuan tidak dikabulkan dengan argumentasi
interpretasi agama amat mengecewakan publik.
Penolakan ini adalah bukti adanya inkonsistensi
hukum dengan berbagai instrumen internasional dan
nasional yang sudah ada dan tidak berpihak pada
anak (the best interest of children). Sementara Indonesia

memiliki komitmen nasional dan internasional yang
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harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan
penghapusan pernikahan anak, yaitu Undang-
undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak,
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga. Di
Indonesiajuga terikat Konvensi Hak Anak (diratifikasi

tingkat Internasional pemerintah
melalui Keputusan Presiden No. 36/1990), Konvensi
CEDAW (diratifikasi melalui Undang-undang No. 7
tahun 1984), Kovenan Internasional mengenai Hak
Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-undang
No. 12 tahun 2005), Kovenan Internasional mengenai
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi melalui
Undang-undang No. 11 Tahun 2005). Selanjutnya
pemerintah juga terikat pada tujuan kelima (berisi 9
target) agenda Sustainable Development Goals (SDGs)
atau Tujuan Pembangungan Berkelanjutan 2015-2030
yakni mencapaikesetaraan gender dan pemberdayaan
seluruh perempuan dan anak perempuan, secara
spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk

Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?
Status of Girls in Child-Marriage

menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya
seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, serta
khitan perempuan.

Pada edisi ini Jurnal Perempuan 88 mengulas
pelbagai matra kajian dengan basis riset berikut ini: 1)
Apa dan bagaimana anak-anak perempuan dapat
berada dalam pernikahan anak? Perkawinan anak
diantaranya terjadi karena orang tua melepaskan diri
dari beban memelihara anak karena kemiskinan;
penafsiran agama yang patriarkis; dan hidup
suburnya budaya filial piety (patuh, tunduk kepada
orang tua dan anggota yang lebih tua dalam
keluarga); serta ketiadaan pemahaman soal
kesehatan reproduksi perempuan. 2) Bagaimana
nasib anak perempuan dalam pernikahan anak di
Indonesia?  Bagaimana  praktiknya?  Adakah
perlindungan hukum jika terjadi KDRT? Adakah
perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak
anak? Bagaimana dengan Konvensi Hak Anak? 3)
Bagaimana mengakhiri pernikahan anak? Advokasi
kebijakan apa yang
dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut?

dan rekomendasi seperti
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Menuliskan Kartini

Buku Kartini: The Complete Writings 1898-1904
Coté,
buku paripurna

yang disusun dan diedit Joost dapat

dikategorikan sebagai dalam
memahami pemikiran-pemikiran Kartini. Buku ini
merupakan kumpulan korespondensi-korespondensi
Kartini, narasi kehidupannya yang diekstrak dari
hasil korespondensinya, cerita pendek, tulisan
ethnografi, hingga memorandum pendidikan. Buku
ini mencoba menggambarkan Kartini secara utuh,
tidak hanya memandang dari sudut Kartini saja
melainkan orang-orang terdekat dari Kartini sehingga
dapat memberikan gambaran  komprehensif
mengenai pemikiran Kartini.

Buku setebal 868 halaman ini dikategorisasikan
oleh Joost Coté dalam lima bab, untuk memudahkan
memahami pemikiran Kartini dimulai dari Part One:
Letters, Part Two: Descriptive Accounts, Part Three:
Published Short Stories, Part Four: Ethnographic Writing,
Part The

tambahan Appendix: Kartini’s Library,

Five: Educational Memoranda dengan

1898-1904.
Selain itu, kelebihan buku ini ialah di setiap babnya

: Kartini: The Complete Writings

1898-1904

: Joost Coté

:V+868 Halaman

: Monash University Publishing
12014

diberikan pendahuluan mengenai maksud dan
penjelasan dari isi bab tersebut dengan metode
analytical history. Hal tersebut membuat buku ini
dikatakan
mengenai Kartini atau bahkan komposisi dari sejarah

dapat sebagai sebuah historiografi
Indonesia. Sebagaimana Joost Coté menegaskan
bahwa untuk memahami sejarah Kartini tidaklah
simpel namun lebih luas lagi karena hal ini
menyangkut sejarah Indonesia.

Buku ini disusun berdasarkan dua sumber utama
berbahasa  Belanda  yang
korespondensi Kartini yaitu Door Duisternis tot Licht:
Gedachten over and voor het Javaansche Volk (DDTL)

yang dipublikasikan pertama kali pada 1911 dan

mengaplikasikan

Kartini Brieven yang dipublikasikan pada 1987,
disamping arsip-arsip lainnya. Di Indonesia sendiri
buku DDTL telah dipublikasikan pada 1983 dengan
judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Akan tetapi,
terdapat perbedaan komposisi antara DDTL versi
Belanda dan Indonesia, dimana pada DDTL versi
Indonesia disusun dengan menghilangkan 21 surat
dari versi asli yang berisi 95 surat. Begitupun DDTL
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versi Inggris hanya berisi 29 surat asilnya yang
diterbitkan pada tahun 1920 dan secara tetap telah
dicetak ulang (2014: XII).

Meskipun posisi DDTL sangatlah penting dalam
melihat sejarah Kartini, akan tetapi menurut Coté
buku tersebut tidak dapat dikatakan sebagai buku
“Kartini Paripurna” dalam pemahaman literal. Hal
ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya
yaitu: 1) DDTL hanya mencakup surat-surat Kartini
untuk kelompok penerima Eropa yang Abendanon
hubungi atau yang disiapkan untuk kebutuhan
mereka. Surat-surat ini lebih lanjut telah diedit secara
hati-hati untuk memastikan agar tidak melukai
kehidupan kolonial dan tokoh masyarakat Jawa
(bangsawan), kepercayaan Islam atau kehidupan
perzinahan sahabat Kartini juga diedit untuk lebih
jelas menghadirkan pemikiran-pemikirannya. Hal ini
terlihat sebagaimana yang telah ditampilkan arsip. 2)
Tersebarnya referensi-referensi atas korespondensi
yang masih ada, semakin memperjelas apa yang
ditulis Kartini ditunjukkan untuk banyak orang
daripada apa yang direpresentasikan pada DDTL. 3)
Beberapa surat secara eksplisit mengonfirmasikan
bahwa Kartini berhubungan dengan anggota partai
dari generasi pemuda Barat berpendidikan Jawa dan
mereka saling bertukar ide. Dengan demikian,
meskipun ada yang hilang dari catatan Kartini
seharusnya dapat menerka permasalahan dari
ketiadaan ini sebagai sebuah usaha penting untuk
memahami sejarah Kartini (2014: XIV-XV).

Berlandaskan hal itulah buku Kartini: The Complete
Writings 1898-1904 disusun untuk melihat lebih jauh
pemikiran Kartini. Dimana buku ini tidak hanya
juga
keluarganya dalam rangka melihat lebih jauh lagi apa

menceritakan Kartini semata, melainkan
yang Kartini pikirkan dan apa yang Kartini lakukan
sebagai perwujudan dari kepeduliannya terhadap
permasalahan sosial yang dihadapi. Karena
bagaimanapun juga, dalam membaca Kartini atau
membaca pemikiran Kartini tentunya harus
dikontekstualisasikan isi surat-surat tersebut dengan
apa yang dia lakukan pada periode penulisan surat
tersebut. Hal ini tentunya agar pembaca memahami
secara tuntas intelektualitas, kebudayaan, politik dan

kompleksitas sosial dimana la berangkat.

Keberuntungan dan Tantangan Kartini

Sebagaimana Coté mengutip Sartono Kartodirjo
dan Vickers bahwa posisi Kartini sangatlah istimewa,
terlahir sebagai putri bangsawan Jawa yang berasal
dari keluarga Condronegoro dan bertempat tinggal

lwwmal
114 P”ed: mpuan

di pesisir Pantai Utara Jawa. Posisi keluarga
Condronegoro yang merupakan salah satu dari enam
atau tujuh dinasti yang berpengaruh di Pesisir sejak
berasosiasi dengan VOC, Dutch East Indies Trading
Company hingga Pemerintahan Hindia Belanda.
Sementara posisi tempat tinggalnya yang terletak di
daerah Pesisir yang kosmopolit dan kerap berinteraksi
dengan bangsa asing — China, Arab, India, dan Eropa
juga
menghadirkan orientasi kebudayaan yang lebih
fleksibel (2014: 8).

Keberuntungan bagi Kartini bukan hanya terikat

memengaruhinya dalam berpikir serta

pada garis keturunan bangsawan, melainkan terlahir
di tengah keluarga yang berpendidikan dan kritis.
Hal ini terlukiskan dari pola berpikir Ayahnya, Raden
Sosroningrat yang tidak membeda-bedakan anaknya,
baik laki-laki
berpendidikan. Bahkan Kartini dapat melanjutkan

perempuan  maupun dalam
studinya pasca melewati pendidikan dasar secara
informal dengan berguru pada istri pemerintah
kolonial, Marie Ovink-Soer. Hal ini terbilang jarang
untuk putri bangsawan Jawa, mendapatkan
pendidikan lagi pasca pendidikan dasar. Meskipun
tidak

menempuh pendidikan sama sekali. Selain itu,

kakak perempuan tertuanya, Soelastri
Kartini juga memiliki paman yang kritis perihal dunia
pendidikan, RMAA Hadiningrat yang menulis
sebuah memorandum provokatif terbesar mengenai
akses pendidikan elit Jawa terhadap pendidikan
Barat.

Meskipun posisinya sebagai putri bangsawan
Jawa membawa banyak keistimewaan, namun hal
juga
stratifikasi sosial dan adat yang cenderung tidak adil,
bagi

perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan

tersebut membuatnya menyadari akan

Kkhususnya kaum perempuan. Dimana
pendidikan. la sangat menyadari keberuntungannya

sebagai putri Sosroningrat dan membuatnya
menempuh pendidikan yang baik. Namun hal itu
kontras dengan keadaan kaum perempuan lain di
Jawa, khususnya kalangan bawah.

Perbedaan paling terlihat untuknya, ketika adik
laki-lakinya mendapatkan kesempatan untuk
bersekolah ke luar negeri. Sementara dirinya dan
Roekmini harus mengalami hambatan mengenai itu.
Abendanon dalam pertemuannya dengan Kartini
pada 1901 yang diceritakan Kartini dalam
Ovink-Soer,
dibalik
ketidaksetujuan Abendanon mengenai rencana

ke Belanda.

korespondensinya dengan Marie

memang tidak menjelaskan alasan

mereka untuk meneruskan studi
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Abendanon lebih mengusulkan kepada Kartini dan
Roekmini untuk mengikuti Pelatihan Guru di Batavia.

Sejak pertemuannya dengan Abendanon, pada
tahun 1901 hingga 1902, Kartini memutuskan untuk
melanjutkan rencana keduanya dan mempersiapkan
dirinya untuk bekerja dalam rangka menuju sebuah
kehidupan yang lebih baik sebagai guru dan penulis.
Disamping alternatif lainnya yaitu melanjutkan
pendidikan sebagai dokter atau perawat dan bekerja
di sebuah rumah sakit misionaris di Jawa Timur.
Sayangnya alternatif lainnya tidak mungkin terwujud
karena perempuan tidak diizinkan untuk bersekolah
di STOVIA (2014: 3-4).
memperlihatkan ketertindasan yang menimpa

Hal tersebut semakin

perempuan bahwa mereka terbatasi secara struktural
dalam memperoleh hak dasarnya sebagai manusia.
Lebih jauh perempuan di masa Kartini mengalami
dua pola yang membatasi yaitu stratifikasi yang
dibentuk kolonialisme serta stratifikasi yang melekat
dalam masyarakat Jawa. Namun keadaan yang
berbeda antara perempuan Eropa dan pribumi
membuatnya berpikir bahwa secara khusus harus
menyediakan sebuah model perempuan Jawa
modern di masa depan.

Selain permasalahan stratifikasi sosial yang
membelenggu, sebagai kalangan bangsawan Kartini
sangat menyadari ketidaksukaannya atas konsep
garwa ampil yaitu konsep mengenai istri kedua atau
lebih tepat dikatakan istri yang bukan utama. Dimana
dalam konsep adat bangsawan Jawa, seorang
bangsawan Jawa harus menikahi seseorang dari
kalangan bangsawan sebagai istri pertama dan
menjadi istri utamanya.

Akan tetapi, Ayah Kartini, Raden Sosroningrat
melanggar hal itu dengan menjadikan Nyai Ngasirah
sebagai istri pertamanya yang berasal dari kalangan
Kiai bukan Priyayi. Nyai Ngasirah inilah ibu kandung
Kartini dan kemudian harus menyandang predikat
garwa ampil karena suaminya harus menikah dengan
RA  Moerjam,
memposisikannya sebagai istri kedua namun
berkedudukan sebagai istri utama (2014: 13).

Ketidaksukaan Kartini akan konsep ini tidaklah

putri bangsawan Jawa, dan

memandang dari kecemburuan sosial karena strata
yang didapatkan ibunya, namun lebih dalam dari itu,
Kartini justru menyikapi konsep poligami yang
menurutnya tidak adil. Ketidaksukaannya akan hal
tersebut dituliskannya dalam korespondensinya
dengan Stella Zeehandelaar dan Rosa Abendanon.
Kartini juga sangat menyadari konsep ini akan
terus membelenggu masyarakat Jawa, jika tidak

Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat
Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law

adanya pembaruan adat. Karena bagaimanapun juga
konsep poligami merupakan sebuah ketidakadilan
yang dilanggengkan. Kartini mengecam praktik ini
dan mempertanyakanya mengapa hal ini terus
dilanggengkan.

Fokus Kartini pada permasalahan pernikahan
poligami dan pendidikan yang digaungkan dalam
kita lebih
mengolah lagi permasalahan sosial yang meretriksi

korespondensinya membuat untuk

masyarakat Jawa marginal, khususnya kaum
perempuan. Sayangnya Tuhan tak memberikan usia
Kartini sepanjang pola pemikirannya, Ia meninggal
di usia yang begitu muda pasca memperjuangkan
kelahiran putra pertamanya. Namun kematiannya,
tidak akan pernah membunuh ide dan pemikirannya

untuk pemerataan pendidikan dan keadilan gender.

“Concluding with her death, the narrative
of the edited correspondence projects all
the elements of ‘a tragedy’. Her apparent
acquiescence to a polygamous marriage
represents a striking contrast to her earlier
stated

traditional experience of Javanese noble

passionately opposition to the

woman explicitly discussed in her early
correspondence with Stella Zeehandelaar
and Rosa Abendanon. Added to this are the
strange circumstances when, in a tragic irony,
news of the successful culmination of her
dreams for further education silmultaneously
with the news of its impossibility.” (2014: 7).

Agenda Kartini dan Catatan bagi Bangsa

Tidak dapat dipungkiri meskipun surat-surat
Kartini hanya diperuntukkan dalam komunikasi
pribadi, namun menunjukkan sebuah kepedulian
yang besar. Dalam kasusnya (perjalanan hidupnya)
yang terpublikasi menunjukkan perhatiannya yang
besar terhadap emansipasi perempuan yang
melingkupi permasalahan kesediaan pendidikan
bermetode barat, mengakhiri praktik poligami dan
mengenai terselenggaranya pernikahan. Hal ini
merupakan peninggalan sulit dari pemikiran-
pemikiran Kartini dalam kesehariannya. Ia juga
menitikberatkan =~ permasalahan  status  sosial
perempuan yang belum menikah dan hingga saat ini
masih menjadi perdebatan publik (2014: 34-35),
semisal penyebutan perawan tua bagi perempuan
yang sudah melewati usia pantas menikah namun
tidak kunjung menikah. Dimana hal itu tentunya
semakin membatasi status perempuan.

Salah satu langkah Kartini dapat dilihat pada
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akhir abad ke-19, dimana Kartini mulai bernegosiasi
mengenai kemunculan batas-batas privat-publik
pasca membaca literatur feminis Belanda. Ia dan
saudarinya turut berpartisipasi dalam Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbaid, The Dutch National
Exhibition of Women’s Work sebagai langkah awal
mereka masuk ke dalam ruang publik kerajaan
sebagai usaha mendidik publik Belanda. Keberadaan
meraka di sana dalam rangka mencari tahu mengapa
inisiatif mereka tidak diapresiasi. Dimana mereka
beranggapan untuk melakukan sebagaimana yang
mereka baca, dalam hal ini berdemonstrasi mengenai
pekerjaan perempuan Jawa agar dapat diakui oleh
pergerakan feminis Belanda dan publik Belanda
secara luas. Betapapun feminis Belanda belum
mengembangkan ketertarikan perihal aspirasi
perempuan Jawa (2014: 35). Karena usahanya inilah
Kartini dapat diakatakan sebagai seorang feminis. Ia
membaca dan memberikan ide-ide yang secara
universal diakui dan dapat dimasukan sebagai
gelombang pergerakan feminis pertama di Eropa.
Pasca bertahun-tahun pemikirannya, Kartini
berusaha mengejewantahkan pentingnya pendidikan
sebagaimana yang Ia tuliskan yaitu dengan
Kelas

membawanya terlibat lebih jauh dalam dunia

mendirikan sebuah kelas. inilah yang
pendidikan sebagai pengajar. Meskipun niatnya
untuk menempuh Pendidikan Guru di Batavia tidak
bisa diwujudkan karena Ia telah lebih dahulu
dipinang oleh Bupati dari Rembang, Raden Djojo
Adiningrat sebelum kepergiannya ke Batavia
terealisasi. Sebagaimana memoranda pendidikannya
yang diperuntukan untuk pemerintah Kolonial pada

Agustus 1903 (2014: 836):

“Now that Kartini will shortly be married
into to the Regent of Rembang and will
not be going to Batavia to study, Roekmini
also no longer wishes to make use of the
opportunity the government has offered at
the request of them both, to quality herself in
drawing, nursing, and handiwork. She will not
be allowed nor does she wish to go to Batavia
on her own. She will now find another means
to achieve her goal but in the meaning she has
enough to do in running her small school.”

Selepas menikah, Kartini bersama Roekmini
memfokuskan diri pada pendirian sekolah kecil dan
terkhusus sekolah bagi kaum perempuan. Hal itu
begitu penting seperti yang ditampilkan Door
Duisternis tot Licht mengenai fokus tujuan Kartini

yang difokuskan pada pendidikan perempuan.
Membaca secara cermat atas tulisannya membuat
kita melihat pendidikan perempuan sebagai salah
satu elemen yang secara tuntas merupakan bagian
dalam modernisasi masyarakat Jawa secara
keseluruhan. Hal ini tampaknya tidak jauh berbeda
dan cenderung selaras dengan apresiasi Abendanon

atas pendirian Sekolah Perempuan.

“It is incontestable fact that in these

circumstances (the lack educational facilities

for girls) the development of native society
cannot rapidly advance.” (Wal 1963: 9-12).

Jika kita kritisi tentunya apa yang Kartini fokuskan
mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan
sejalan dengan apresiasi Abendanon mengenai itu,
lebih lanjut berkaitan posisi perempuan dalam
memperjuangkan haknya. Jika perempuan memiliki
pendidikan yang baik diharapkan dapat membuatnya
bisa menentukan sikap dan kemandiriannya dan
lebih lanjut dapat memangkas penyelenggaran
pernikahan anak. Bahkan dapat menghentikan
praktik poligami yang diselenggarakan hanya untuk
melanggengkan adat tanpa melihat kemerdekaan
dan kesejahteraan pihak yang terlibat di dalamnya.
telah
memikirkan begitu detail bagaimana pendidikan dan

Pemikiran Kartini pada zamannya
hak perempuan bahkan hingga pada persoalan yang
cenderung diabaikan yaitu mengenai proses

penyelenggaraan  pernikahan sebagai sebuah
permasalahan sosial. Namun tampaknya catatan
Kartini yang menjadi warisan pemikiran bagi bangsa
Indonesia yaitu perihal pendidikan dan pernikahan
belum terselesaikan dengan baik.

Misalnya saja mengenai pendidikan, meskipun
tidak terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-
laki dalam menempuh pendidikan serta optimalisasi
pendidikan dengan mentransformasi Wajib Belajar
(WAJAR) Sembilan Tahun menjadi WAJAR Dua
Belas Tahun, tetap saja keduanya masih belum baik
dalam hal penyelenggaraan. Hal ini terlihat dari
masih banyaknya pernikahan anak karena anak
tersebut tidak mampu untuk membiayai sekolahnya,
sementara ijazah merupakan titik pokok untuk
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Maka dari
itu, orang tua mereka menganggap pernikahan
sebagai jalan keluar dari permasalahan yang mereka
hadapi. Hal tersebut juga diperburuk dengan tidak
dikabulkannya gugatan terhadap UU Perkawianan
tahun 1974 yang diusulkan oleh sejumlah LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berkecimpung
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di ranah gerakan pembelaan perempuan dan anak,
mengenai kenaikan batas usia menikah. Sehingga
secara tidak langsung pemerintah melanggengkan
pernikahan anak yang rentan menimbulkan berbagai
masalah. Artinya bangsa ini justru mengalami
kemunduran dari apa yang telah diperjuangkan
Kartini ratusan tahun silam.

Perihal mengenai ketidaksetujuan Kartini akan
poligami, kerap kali hal ini dikaitkan mengenai
agama Kartini dan hal ini menjadi salah satu aspek
utama korespondensinya yang dimasukkan kembali
dari penghapusan editorial sebelumnya. Karena
agama merupakan salah satu aspek utama dalam
perjalanan hidupnya. Hal utama yang dapat dibahas
mengenai agama dan Kartini adalah mengenai
perlawanannya terhadap penyokong agama
tradisional atas apa yang ia identifikasikan sebagai
halangan utama kemajuan perempuan, yang ia
titikberatkan pada institusi yang melanggengkan
poligami dan menisbikan hak perempuan untuk
mendapatkan pendidikan (2014: 52).

Pada descriptive account-nya dalam tulisan yang
ditulis tahun 1900 untuk Stella dan Rosa Abendanon,
Kartini menceritakan bagaimana Ia menerima
pendidikan mengenai perempuan dalam pandangan
Islam tradisional oleh seorang guru perempuan. Hal
itu menurutnya

akan mengembangkan sikap

permusuhannya, akibat perbedaan pendapat, ‘di
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mana ia hanya seorang anak’ yang diharuskan untuk
‘mengikuti mayoritas’ tanpa mengetahui ritual
agama tersebut secara kontekstual dan membawanya
pada pemberontakannya melawan agama induknya
(2014: 53). Hal ini sebenarnya lebih ditujukan pada
yang
diinstitusionalkan dan melanggengkan ketidakadilan.

pemberontakannya atas agama
Dan ia sangat tidak menyukai sikap fanatik pada
agama yang menciderai pemikiran umat.

Dalam surat yang ia tulis untuk Rosa Abendanon
“fanatical  religion”

keterangan Resident Sitjthoff, Kartini menuliskan

merujuk  atas sebagaimana

pandangannya:

“Moeke will never have to fear that I would
preach a holy war. For that reason we had for
a long time turned our backs totally against
religion because we saw so much lovelessness
under the banner of religion. Only gradually
did we come to see that it was not the religion
that was without love, but that it was the
people who made ugly what was originally
divinely beautiful.

The most beautiful and the most elevated
religion we think is: Love. And does one
absolutely have to be a Christian to be able to
live according to that divine commandment?
The Buddhist, the Brahmin, the Jew, the
Muslim, even the Heathen, can also live a life
of love.” (12 Desember 1902).
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